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RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT TERHADAP
PENETAPAN HARGA JUAL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

(Muhammad Nasir: 2023, 44 hlm)

Pabrik kelapa sawit tidak memiliki aturan secara khusus mengenai pembelian TBS
kelapa sawit harus bermitra dengan siapa, apakah harus langsung dengan petani atau
melalui agen atau bahkan dengan tengkulak, atau tidak bermitra sama sekali karena
memiliki kebun sendiri. Peraturan yang mengatur berkaitan dengan jual beli TBS
kelapa sawit hanya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor
01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Harga Pembelian Tandan Buah Segar
Kelapa Sawit Produksi Kebun, itu pun hanya mengatur rumus yang harus digunakan
oleh Gubernur selaku kepala daerah dalam menentukan harga TBS kelapa sawit. Tanpa
adanya peraturan yang menentukan mekanisme pembelian atau tata niaga TBS antara
petani dan PKS membuat petani tidak memiliki kepastian harus menjual hasil
kebunnya kepada siapa. Karena tidak ada kepastian tersebut, banyak petani yang
terpaksa harus menjual ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah atau bahkan
menjualnya ke negara tetangga. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah tidak
adanya aturan tersebut akan menyulitkan petani sawit dalam menjual hasil sawitnya
atau justru membuat petani memiliki kebebasan akan menjualnya kepada siapa saja
tanpa harus terkekang oleh peraturan perundang-undangan? Serta bagaimanakah
perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerntah untuk petani kelapa sawit terhadap
dinamika yang terjadi dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penetapan harga jual tandan
buah segar kelapa sawit dan perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit terhadap
penetapan harga jual tandan buah segar kelapa sawit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai
penelitian hukum doktrinal. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu
deskriptif analitis, yang menganalisis kekosongan hukum (recht vacuum) dalam hal
perlindungan bagi petani kelapa sawit terhadap penetapan harga tandan buah segar
kelapa sawit. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik
pengumpulannya dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka.

Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa :
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1.

Harga jual TBS Kelapa Sawit ditetapkan berdasarkan rumus yang atur dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/PERMENTAN/KB.120/2018 yakni
pada Pasal 7. Penetapan harga TBS Kelapa Sawit tersebut ditetapkan oleh
Gubernur selaku kepala daerah provinsi berdasarkan rumus yang telah diatur
karena keadaan sumber daya alam dan keadaan perekonomian pada masing-
masing wilayah berbeda. Harga yang telah ditetapkan oleh Gubernur berlaku
untuk pembelian pada tingkat pabrik PKS, sehingga petani yang menjual hasil
kebunnya secara langsung kepada pabrik PKS akan mendapatkan harga
sebagaimana yang telah ditetapkan, sedangkan untuk petani yang menjual
hasil kebunnya melalui perantara agen akan mendapatkan harga di bawah
harga yang telah ditetapkan tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada petani kelapa
sawit yakni dengan mengharuskan petani kelapa sawit untuk menjual hasil
kebunnya kepada lembaga pekebun, baik itu dalam bentuk Koperasi,
BUMDes maupun Kelompok dan tidak menjual hasil panen kepada tengkulak
karena akan merugikan petani. Pemerintah mengharapkan petani kelapa sawit
agar bermitra dengan perusahaan secara permanen, sehingga perusahaan dapat
membina para petani yang bermitra dengannya agar produksi yang dihasilkan
semakin tinggi dengan kualitas yang lebih baik, pada akhirnya jumlah uang
yang diterima petani juga bertambah. Namun meskipun begitu, belum ada
aturan yang mengatur sanksi jika masih ada praktik tengkulak sehingga
praktik jual beli yang dilakukan oleh tengkulak masih menjamur. Selain itu,
pengawasan yang dilakukan oleh tim penetapan harga TBS Kelapa Sawit juga
dinilai belum maksimal sehingga masih adanya agen atau perusahaan yang
membeli TBS kelapa sawit di bawah harga yang telah ditetapkan.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penetapan harga jual TBS
dan perlindungan hukum bagi petani sawit terhadap penetapan harga jual TBS.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat
deskriptif analitis. Tipe penelitian adalah meneliti adanya kekosongan hukum atau
recht vacuum terkait perlindungan bagi petani sawit terhadap penetapan harga TBS
kelapa sawit.

Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Harga jual TBS ditetapkan berdasarkan rumus
yang atur dalam Permentan No.l/PERMENTAN/KB.120/2018 Pasal 7. Penetapan
harga TBS Kelapa Sawit tersebut ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rumus yang
telah diatur. Harga yang ditetapkan tersebut berlaku untuk pembelian pada tingkat
pabrik, sehingga petani yang menjual hasil kebunnya secara langsung kepada pabrik
PKS akan mendapatkan harga sebagaimana ditetapkan, sedangkan untuk petani yang
menjual hasil kebunnya melalui perantara akan mendapatkan harga di bawah harga
yang ditetapkan tersebut. Kedua, Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah
kepada petani sawit yakni dengan mengharuskan petani sawit menjual hasil kebunnya
kepada lembaga pekebun dan tidak menjual kepada tengkulak karena akan merugikan
petani. Pemerintah mengharapkan petani sawit agar bermitra dengan perusahaan secara
permanen, sehingga perusahaan dapat membina petani yang bermitra dengannya agar
menghasilkan produksi semakin tinggi dan kualitas lebih baik, pada akhirnya jumlah
uang yang diterima petani juga bertambah. Namun meskipun begitu, belum ada aturan
yang mengatur sanksi jika masih ada praktik tengkulak sehingga praktik jual beli yang
dilakukan oleh tengkulak masih menjamur. Selain itu, pengawasan yang dilakukan
oleh tim penetapan harga TBS juga dinilai belum maksimal sehingga masih adanya
agen atau perusahaan yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan.

Kata Kuci : Perlindungan Hukum, Petani Sawit, Harga TBS Kelapa Sawit.
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